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Nama :  Saddam Khadafi
NIM :  10100110033
Judul : PENYELESAIAN PERKARA KETIDAKBERADAAN PIHAK-
PIHAK YANG BERSENGKETA DALAM HUKUM
PERKAWINAN (Telaah Yurisprudensi Nomor 130/Pdt.G/2014/PA
Mks dengan Risalahtul Qada’ Umar Bin Khattab)
Pengadilan Agama adalah salah satu tempat untuk mendapatkan keadilan
terutama dalam bidang perkawinan yang menjadi salah satu kewenagan
absolutnya, dan penerapan para hakim Pengadilan Agama terhadap risalahtul
Qada’ Umar bin Khattab dalam menyelesaikan perkara tersebut. Adapun yang
menjadi Judul skripsi ini adalah Penyelesaian Perkara Ketidakberadaan Pihak-
Pihak Yang Bersengketa Dalam Hukum Perkawinan (Telaah Yurisprudensi
Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Mks dengan Risalahtul Qada’ Umar Bin Khattab).
Yang menjadi Rumusan Masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses
penyelesaian perkara ketidakberadaan pihak-pihak yang bersengketa dalam
hukum perkawinan? 2) Bagaimana implikasi hukum Islam terhadap
ketidakberadaan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkawinan? 3) Bagaimana
aplikasi hukum Islam terhadap kasus perdata Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Mks dan
Risalahtul Qadha Umar bin Khattab terhadap ketidakberadaan pihak-pihak yang
berperkara?.
Penelitian ini tergolong Librery research, penelitian kepustakaan dengan
metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang
diperoleh melalui penelusuran buku-buku dan sumber bacaan seperti jurnal, surat
kabar, majalah, dan lain-lain.Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui
Field Research atau penelitian lapangan dengan cara interview (wawancara)
adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam
mana dua orang atau lebih beratatap muka mendengarakan secara langsung
informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang mempunyai relevansi
dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.
Setelah mengadakan penelitian Bahwa proses penyelesaian perkara
ketidak beradaan pihak-pihak yang bersengketa dalam hukum perkawinan sama
dengan proses penyelesaian perkara yang lainnya namun yang membedakan
adalah ketidak hadiran salah satu penggugat sehingga terjadinya putusan verstek
dan tidak dapatnya dimediasi oleh karena ketidak hadiran salah satu pihak adapun
Sumber utama yang dipakai oleh Majelis hakim dalam menghadapi cerai talak
karena orang yang hilang:Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 serta Pasal 116 poin b
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Risalahtul Qada’ Umar Bin Khattab menjadi




A. Latar Belakang Masalah
Pada dasarnya sebuah keluarga yang dibentuk dari perkawinan merupakan
sebuah aspek ajaran yang cukup signifikan, sebab keluarga merupakan pondasi
bangunan dalan masyarakat, dari sebuah keluarga yang tertata rapi kehidupannya
akan terbentuk masyarakat yang rapi pula.
Nasaruddin Latif, dalam bukunya Beni Ahmad Saebani mengatakan
bahwa pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa
dilalui oleh umumnya ummat manusia. Di mana-mana, diseluruh pelosok bumi ini,
banyak laki-laki dan perempuan yang hidup sebagai suami istri. Apabila
mengakui bahwa keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi
kesejahteraan masyarakat, kita harus mengakui pula pentingnya langkah-langkah
untuk membentuk suatu keluarga.1
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang pokok perkawinan bahwa
dasar perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan ini bahwa :
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.2
1Beni Ahamad Saebani, Fikhi Munakahat (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.
127.
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
“file:///E:/UU%20No.1%20Thn%201974%20-%20Perkawinan.htm ”. 11 Mei 2014.
2Tujuan atau cita-cita untuk membangun rumah tangga tersebut hanya
terwujud apabila seorang suami istri mampu memenuhi kewajibannya, dan
menghormati hak masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam firman
Allah swt. QS. al-Rum/30: 21:
 َﻤْﺣَرَو ًةﱠدَﻮَﻣ ْﻢُﻜَﻨْﯿَﺑ َﻞَﻌَﺟَو ﺎَﮭَْﯿﻟِإ اُﻮﻨُﻜَْﺴﺘِﻟ ﺎًﺟاَوَْزأ ْﻢُﻜُِﺴﻔَْﻧأ ْﻦِﻣ ْﻢَُﻜﻟ َﻖَﻠَﺧ َْنأ ِﮫِﺗﺎََﯾآ ْﻦِﻣَو ًﺔ
 ِﻲﻓ ﱠنِإ َنوُﺮﱠَﻜَﻔﺘَﯾ ٍمَْﻮﻘِﻟ ٍتﺎََﯾَﻵ َﻚَِﻟذ
Terjemahnya:
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir.3
Pada era multi dimensional ini, nuansa keharmonisan keluarga telah
mengalami kemunduran, yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya benturan
ekonomi, benturan karir, benturan kepribadian, sikap pasangan suami istri yang
mulai luntur dan berubah dan masalah-masalah lain. Padahal keharmonisan dalam
keluarga merupakan salah satu faktor utama yang dapat menjaga kelangsungan
hidup pasangan suami istri.
Kerusakan keluarga pula akan muncul benih yang dapat merusak kepada
para anggotanya, kerusakan moral pada keturunan, anak dan para generasi.
Namun kerusakan tersebut akan dapat terhapus apabila sebuah keluarga selalu
3Departemen Agama Republik Indonesia, “Kitab Suci Alquran dan Terjemahannya”
(Bandung: Departemen Agama, 2007), h. 644.
3didasari atas tuntunan Islam yang akan menghantarkan tercapainya keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan antar anggota keluarga.
Salah satu karakteristik Agama Islam adalah diperbolehkannya suami istri
bercerai karena alasan-alasan tertentu, walaupun perceraian itu sangat dibenci
oleh Allah atau diverce Islam an evil deeply despised by allah.4
Istri diberi hak untuk mengajukan permintaan cerai pada suami melalui
Pengadilan dengan alasan-alasan:
1. Suami melanggar ta’lik talak atau perjanjian lain yang diucapkan ketika
akad nikah,
2. Khulu, istri meminta dengan membayar uang iwadl (talak ini sering
disebut talak tebus),
3. Fasakh, istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami
berpenyakit
4. Syiqaq pertengkaran, istri mengajukan perceraian karena antara suami istri
selalu terjadi pertengkaran.
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa :




4Muh. Irfan Idris, Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dan Peradilan
Keluarga dalam Sistem Politik Hukum Nasional (Makassar: Alauddin University Press, 2012). h
79.
5M. Ali Hasan, Pedoman Hukum Berumah Tangga Dalam Islam Edisi. I, (Cet. II;
Jakarta: Prenada media Grup), h. 171.
4Dalam pasal 116 KHI penceraian dapat terjadi karna alasan atau alasan-alasan :
Suatu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya.6
Tidak ada perintah khusus dalam Al-Quran, mengenai suami yang tidak
diketahui keberadaannya, bila kita melihat prinsif-prinsif Al-Quran, kita akan
merasa bahwa khalifah umar dan para adalah wajar. Hal itu sesuai dengan isi dan
sifat hukum Islam dan juga dalam hubungannya dengan keadilan dan
keseimbangannya sebagai mana disebutkan perkataan Umar mengenai seorang
istri yang suaminya menghilang, Umar berkata berikut :
 ِﺪْﯿِﻌَﺳ ْﻦَﻋ ِﺐﱠﯿَﺴُﻤْﻟا: ِدُْﻮﻘْﻔَﻤْﻟا َِةأَﺮْﻣا ِﻰﻓ ﻵﺎَﻗ َنﺎَْﻤﺜُﻋَو ِبﺎﱠﻄَﺨْﻟا َﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ﱠَنأ : ُﺺﱠﺑََﺮﺗ
اًﺮْﺸَﻋَوٍﺮُﮭَْﺷأﱡَﺪﺘَْﻌﺗَو َﻦْﯿِﻨِﺳ َﻊَﯾَْرأ
Artinya;
Dari Sa’id bin Musayyab, sesungguhnya Umar bin Khathtab dan Ustman
bin Affan pernah berkata kepada seorang perempuan yang suaminya ghaib,
ujarnya: “bersabarlah selama 4 tahun, sesudah itu beriddalah 4 bulan 10
hari.” (HR.Ibnu Abi syaibah).7
Dalam perjalanan kehidupan suami istri, kemungkinan sekali seorang
suami mencari nafkah di tempat yang jauh atau mempunyai keperluar tertentu
ditempat yang jauh atau mempunyai keperluan tertentu ditenpat yang jauh.
Mungkin sekali tempat yang jauh itu memerlukan masa perjalanan yang lama.
6M. Ali Hasan, Pedoman Hukum Berumah Tangga Dalam Islam, h. 171.
7Abu Bakar bin Abi Syaibah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Ustman bin
Khawasiqi al-Arsy, Mushonnap Fil Ahadisi Wal Asari Juz III, (Riad; Maktaba Arrisyat, 1409 H),
h. 521.
5Pada masa-masa tranportasi masih sulit, perjalanan antara kota mekah dan
madinah ditempuh dua minggu atau lebih.8
Perbedaan pendapat dilain pihak, Khalifah Ali dan Ibnu Mas’ud istri dari
laki-laki yang hilang harus menunggu sampai ia diketemukan atau sampai
kenyataan tentang kematiannya dapat dipastikan.pandangan ini telah dianut oleh
Sufiah Sori, Imam Abu Hanafi dan Imam Assyafii. Dalam hubungannya dengan
masa menanti ini, para ahli fikhi Hanafi mengatakan bahwa istri dari anak-anak
yang hilang harus menanti selama masa hidupnya laki-laki lain, yang seusia
dengannya dilingkungan masyarakat itu. Beberapa diantaranya menetapkan masa
menanti ini dengan membuat perkiraan masa hidup paling lama dari laki-laki itu
sebagai perbandingan. Misalnya, laki-laki tersebut hilang pada usia 30 tahun,
istrinya harus menanti kira-kira sembilan puluh tahun, menurut yang lain, kira-
kira 70 tahun, menurut yang lain lagi, 60 tahun menurut yang lain lagi adalah 50
tahu, dan menurut yang paling bijaksana adalah 40 tahun. Perbedaan pendapat
mengenai masa menanti ini adalah sebagai akibat dari perbedaan pikiran dari
masa hidup laki-laki itu menurut ahli fikhi yang berbeda. Maka bila wanita itu
berusia 20 tahun ketika suaminya menghilang, menurut pandangan yang paling
bijaksana, ia hurus menunggu sampai ia beursia 60 tahun. Setelah itu, ia bebas
untuk menikah dengan laki-laki pilihannya.9
8M Thalib, 15 Penyebab Penceraian Dan Pencegahannya (Cet. I; Bandung: Irsyad
Baitul Salam (IBS), 1997), h. 149.
9 Abul Ala Al-Maududi dan Fazi Ahmed, Pedoman Perkawinan dalam Islam
(Dilengkapi Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan dan Penceraian) (Cet. I; Jakarta: Darul
Ulum Press t. th), h. 101.
6اًﺮْﺸَﻋَوٍﺮُﮭَْﺷَاﺔََﻌﺑْر
 َﻢﱡﺛ
Untuk menentukan kepastian hidup tersebut atau mati sisuami tersebut,
dua pertimbangan hukum dapat dipegangi:
1. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterumah secara syar’i dan
rasional sebagai mana kaedah yang telah didasarkan bukti, seperti yang
dikatakan kenyataan. Hal ini bisa ditempuh misalnya melalui kesaksian dua
orang yang adil bahwa sisuami tersebut telah meniggal. Berdasarkan
kesaksian tersebut, Hakim dapat memutuskan tentang kematian suami
tersebut,
2. Berdasarkan waktu lamanya suami itu meninggalkan si istri. Dalam konteks
sekarang ini, pertimbangan kedua ini tidak atau kurang praktis. Namun
demikian, ia mempunyai referensi hukum:
a. Putusan Umar Ibn Al-Khattab ketika menangani kasus seorang istri
ditinggal pergi suaminya, dan tidak jelas beritanya.
 ْﻢﻛﺎَﮭَﺧْوَز َْتﺪَﻘَﻓٍَةأَﺮْﻣاﺎَﻤﱡَﯾا َُاَﺪﺘَْﻌﺗ ﱠُﻢﺛ َﻦِْﯿﻨِﺳ َﺢَﺑْراُﺮَِﻈﺘَْﻨﺗﺎَﮭﱠﻧِﺎَﻓَﻮُھ َﻦَْﯾاِرَْﺪﺗ
Artinya:
Bilamana perempuan yang ditinggal pergi suaminya maka, ia tidak
mengetahui dimana suaminya. Maka ia menunggu empat tahun, kemudian
ia menjalani masa iddah empat bulan sepuluh hari setelah itu ia menjadi
halal”.10
10Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi al-Madni, Mattob al-Imamul Malik, Juz
I, (DAR Muassasa Arrisalah), h. 634.
 ﱡﻞَِﺤﺗ َﻢﱡﺛا)ﻰﻌﻓﺎﺒﻟاورﺎﺨﺒﻟا هاور(
7Didalam buku Ahmad Rofiq dikatakan bahwa Masa empat
tahun adalah masa hamil terpanjang dan empat bula sepuluh hari
sebagai masa tunggu istri yang ditinggal mati suaminya.
b. Imam Hanafi dan Abu Yusuf, Al-Syafii dan Ibn Al-Hasan Al Syaibani
berbeda pendapat bahwa hakim dapat memutuskan kematian suami
tersebut bila orang yang sebaya dengannya telah meninggal. Jadi
diambil dari rata-rata maksimal orang hidup di lingkungannya.
c. Ditetapkan berdasarkan pada usia maksimal usia seorang antara 70-90
tahun. Al-Majsyum menetapkan 90 tahun dan Ibn Al-Hakam memilih
70 tahun.
d. Ahmad Ibn Hanbal menggunakan pertimbangan tempat dan  tujuan dari
kepergian suami tersebut. Misalnya ia berangkat berperang, maka
apabila telah diusahakan melacak beritanya tidak dijumpai, Hakim
dapat memutuskan kematiannya.11
Orang yang hilang atau orang yang pergi meniggalkan istrinya tidak lepas
dari dua keadaan: Pertama, hilang tetapi ketidakberadaanya tidak terputus
(hubungannya dengan istrinya) sama sekali dimana laki-laki tersebut masih
diketahui tempatnya dan masih pula diterima kabar beritanya. Kedua, hilang tidak
diketahui kabar serta tempat tinggalnya.
Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jika suami yang hilang,
seorang istri dibenarkan untuk mengajukan cerai, baik dengan jalan fasakh atau
11Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Praja Grapindo Persaja, 2003), h.
294.
8dengan alasan pelanggaran ta’lik talak, sebab ta’lik talak ini diadakan dengan
tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya oleh suami.
B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam
penilitian ini adalah : Bagaimana Aplikasi Hukum pada Penyelesaian
Perkaranya yang Pihak-Pihaknya Gaib?
Berdasarkan pokok masalah tersebut, dirumuskan sub masalah yang akan
dibahas sebagai berikut:
1. Bagaimana proses penyelesaian perkara ketidakberadaan pihak-pihak yang
bersengketa dalam hukum perkawinan?
2. Bagaimana implikasi hukum Islam terhadap ketidakberadaan pihak-pihak
yang bersengketa dalam perkawinan?
3. Bagaimana aplikasi hukum Islam terhadap kasus perdata Nomor
130/Pdt.G/2014/PA Mks dan Risalahtul Qadha Umar bin Khattab terhadap
ketidakberadaan pihak-pihak yang berperkara?
C. Definisi Operasional
Untuk menghindari kekeluruan penafsiran terhadap pengertian sebenarnya,
maka penulis akan menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi ini.
9Kata “perkara’ dalam kamus ilmiah populer adalah “masalah, hal, perihal
atau acara dalam Pengadilan”12
Ketidakberadaan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal ini orang yang
hilang dari negerinya dalam waktu yang ukup lama dan tidak diketahui lagi
keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Didalam pasal 125 HIR/
149 R.Bg pada ayat (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak
hadir dan tidak pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya,
padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan patut
maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau
ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak
beralasan.13
Verstek adalah kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu
perkara meskipun tergugat dalam perkara tersebut tidak hadir dipersidangan pada
tanggal yang ditentukan menjatuhkan putusan tampa keahdiran tergugat. Karena
tergugat tidak hadir, maka putusan tersebut dijatuhkan tanpa bantahan.14
Putusan verstek dapat dikabulkan apabila memenuhi hal-hal sebagai
berikut :
1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
12Widodo Amd. Dkk, Kamus Ilmiah Populer dilengkapi EYV dan Pembentukan Istilah.
(Cet. I; Jakarta: Absolut, 2002), h. 558.
13M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syariah di Indonesia Edisi. I, (Cet. III; Jakarta: Pranada Media Grup, 2007), h. 19.
14file:///E:/tugas/Verstek%20%28Putusan%20Tanpa%20Kehadiran%20Tergugat%29%
20_%20Legal%20Akses.htm, 15 Mei 2014.
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2. Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain
sebagai wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu
disebabkan oleh sesuatu halangan atau beralasan yang sah,
3. Tergugat tidak mengirimkan eksepsi kewenangan relatif,
4. Penggugat hadi dipersidangan dan mohon putusan,
5. Gugatan telah beralasan dan tidak melawan hukum.15
Orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak
diketahui lagi keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Contohnya
seorang pebisnis yang pergi berbisnis ke suatu daerah yang tengah dilanda perang,
para relasinya yang dihubungi tidak mengetahui keberadaannya, karena, menurut
mereka, pebisnis tersebut telah pulang ke negerinya, sedangkan keluarganya di
rumah menyatakan bahwa ia telah lama tidak pulang. Contoh lainnya adalah
seorang nelayan yang berlayar untuk mencari ikan. Reken-rekennya tidak
mengetahui lagi keberadaannya, karena dia menghilang telah cukup lama. Atau
seseorang yang merantau ke negara lain, baik dalam rangka melakukan studi atau
kegiatan lainnya dalam waktu yang cukup lama tidak diketahui secara pasti
keberadaannya.16
Di Indonesia masalah penceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama,
suatu rumah tangga yang goyah dan gagal mencapai keluarga sakinah, mawaddah
dan rahmah perlu diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Agama. Dilihat
15Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori Praktik pada
Peradilan Agama, (Jakarta; UII Press, 2008), h. 79.
16Abdul Aziz Dahlan, et.all, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III (Jakarta: Ichtiar Baru
van Hoeve, 1996), h. 1037.
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dari sudut ini, Pengadilan Agama mengembang peran dan tugas berat sebab
penceraian mengandung implikasi penentuan nasib suatu keluarga. Itulah
sebabnya, Al-Quran menetapkan bahwa sebelum suatu perkawinan dibubarkan,
perlu dilakukan langkah-langka arbitrasi untuk mendamaikan kedua belah pihak.
Menurut term Al-Quran institutsi itu disebut dengan hakam, yaiut mengutus
seseorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri. Penyelesaian
melalui hakam diperlukan, jika sebuah rumah tangga sudah berada pada puncak
krisisnya yang dalam ter perkawinan Islam disebut syiqaq.17
Dengan demikian yang dimaksud judul ini dan menjadi batasan penulis
adalah seseorang yang ketidak hadirannya dalam menyelesaikan perkara
perkawinan dalam kasus penceraian di Pengadilan Agama Makassar.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian.
a. Untuk mengetahui persoalan Penyelesaian Perkara Ketidakberadaan
Pihak-Pihak yang Bersengketa Dalam Hukum Perkawinan.
b. Untuk mengetahui penerapan hukum Islam terhadap kasus Penyelesaian
Perkara Ketidakberadaan Pihak-Pihak yang Bersengketa Dalam Hukum
Perkawinan.
c. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Risalahtul Qada’ Umar Bin
Khattab terhadap kasus Nomor 130/Pdt.G/2014 Mks terhadap kasus
17Muh Irfan Idris, Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dan Peradilan
Keluarga dalam Sistem Politik Hukum Nasional, h. 79-80.
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Penyelesaian Perkara Ketidakberadaan Pihak-Pihak yang Bersengketa
Dalam Hukum Perkawinan.
2. Manfaat Penelitian
a. Dapat menambat wawasan dan pengalaman bagi pribadi saya sendiri
tentang proses Penyelesaian Perkara Ketidakberadaan Pihak-Pihak yang
Bersengketa Dalam Hukum Perkawinan di Pengadian polman
b. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada masyarakat dan
pengetahuan tetang perkara Penyelesaian Perkara Ketidakberadaan Pihak-
Pihak yang Bersengketa Dalam Hukum Perkawinan di Pengadilan Agama
Makassar .
c. Dapat menjadi bahan komparatif bagi peneliti berikutnya, serta dapat
menjadi bahan masukan minimal berupa bacaan bagi para pecinta ilmu
pengetahuan,  memperluas wawasan bagi para pembaca dan memberikan
informasi yang baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam
menyelesaikan Penyelesaian Perkara Ketidakberadaan Pihak-Pihak yang
Bersengketa Dalam Hukum Perkawinan di setiap Pengadilan.
d. Penelitian ini mudah-mudahan dapat menjadi masukan kepada istansi-
istansi Pengadilan tentang kasus Penyelesaian Perkara Ketidakberadaan





A. Hukum Acara Peradilan Agama
1. Pengertian Hukum Acara Peradilan.
Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan
masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini ada kalanya diselesaikan
secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang
terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar
dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui dari batas-
batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan kehendaknya sendiri haruslah
dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya dirugikan dapat mengajukan
gugatan kepada Peradilan Agama sesuai dengan Prosedur yang berlaku.
Didalam hidup didunia tidak dapat dipungkiri bahwa timbulnya
persengketaan antara sesama manusia merupakan konsekuensi logis dari
penciptaan manusia yang dilengkapi dengan hawa nafsu selain akal. Hal itu pula
yang menyebabkan malaikat melakukan pertayaan kepada Allah swt., ketika Allah
hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai mana disebutkan












Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “Aku hendak
menjadikan khalifah dibumi.” mereka berkata, “apakah Engkau hendak
menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana,
sedangkan kami bertasbih memuja-Mu dan menyucikan nama-Mu?” dia
berfirman “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui”1
Didalam buku Dr. Abdullah Bin Muhammad Alu Syikh dikatakan bahwa
maksud dari pada kata Innijailun pil ardi khalifah “Aku hendak menjadikan
khalifah dibumi.” Yakni suatu kaum yang akan menggantikan suatu kaum lainnya,
kurun demi kurun, dan generasi demi generasi, sebagai mana firmannya
Wahuwalazi jaalakum khalaifal ardi “Dan Dia lah yang menjadikan kamu
penguasa-penguasa di bumi” (QS. Al-An’am/ 6:165)2
Tuhan menciptakan manusia dan melengkapinya dengan akal dan hawa
nafsu. Selain itu, Tuhan juga membekali manusia dengan ajaran Agama yang
disampaikan oleh para Nabi dan Rasul. Itulah bentuk penciptaan menusia
diharapkan menjadi khalifah dimuka bumi.
Dengan akalnya, manusia berpikir bagaimana memerankan didirinya
sebagai mahluk sosial, makluk yang senantiasa menjalin hubungan dengan sesama
manusia. Dengan akalnya juga manusia berusaha menemukan dan membuat
1Departemen Agama Republik Indonesia, “Kitab Suci Alquran dan Terjemahannya”
(Bandung: Departemen Agama, 2007), h. 7.
2Abdullah Bin Muhammad Alu Syikh, Tafsir Ibnu KatsirJilid I, Edisi. I, (Jakarta:
Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2009), h. 98.
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berbagai macam perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya.
Manusia juga membuat sebagian norma dan kaedah-kaedah untuk mengatur
kehidupan bersama sehingga terwujud kehidupan yang tertib, teratur dan damai.
Pengadilan Agama adalah sebutan titelatur resmi bagi salah satu antara
empat lingkungan peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di
Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum,
Peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara.
Sedangkan dalam bukunya Roihan A. Rasyid Mendefenisikan Peradilan
Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia
boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut Agama Islam.
Dirangkaikannya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-kata di Indonesia”
adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah universal.
Tegasnya, Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang telah
disesuaikan (dimutatis mutandiskan) dengan kaedah di Indonesia.3
Prof. Dr. Sudikto Merkusumo, S.H., mengemukakan pengertian hukum
Acara perdata atau hukum pormil sebagai berikut:
Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana
caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim.
Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang
menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil.
Lebih kongkrit lagi, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur
3 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama Edisi. I, (Cet. XIV; Jakarta:
Rajawali Pres, 2010), h. 6.
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tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta
memutusnya dan pelaksaan deri pada putusan.4
Peradilan Agama adalah Peradilan negara yang kewenangan absolutnya
adalah menyelesaikan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata
dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, wasiat, hibah dan sodakoh. Dengan
demikian dapat disimpulkan, rumuskan perngertian Hukum Acara Perdata
Peradilan Agama adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara
bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka hakim Pengadilan Agama
dan bagaimana pula hakim Pengadilan harus bertindak untuk menjamin
terlaksananya hukum meteril yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. atau
dengan perkataan lain, Hukum Acara Peradilan Agama adalah hukum yang
mengatur bagaimana caranya mepertahankan hukum perdata materiil yang
berlaku di Pengadilan Agama.5
Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata, khususnya perdata Islam di
Indonesia. karena itu ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan
Negara dan Syari’at Islam sekaligus. Dalam kaitan ini, Roihan A. Rasyid dalam
bukunya hukum acara Peradilan Agama merumuskan pengertian hukum Acara
Peradilan Agama Sebagai berikut:
Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
Negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak
4Hadi Daeng Mapuna, Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. I, Makassar: Alauddin
University Press, 2013), h. 3.
5Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada
Pengadilan Agama (Jakarta: UII Press, 2008), h. 54.
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ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Peradilan Agama
tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam
yang menjadi kekuasaan Peradilan.6
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum acara perdata
dibutuhkan Peradilan Agama adalah Peradilan yang menangani masalah-masalah
perdata karena itu yang dibutuhkan disana adalah hukum acara perdata bukan
hukum acara pidana. Dalam rangka menegakkan hukum perdata materil Peradilan
Agama. Tanpa hukum acara perdata, tidak mungkin Peradilan mampu
menegakkan hukum perdata materil yang memjadi kewenangannya.7
Diharapkan dengan adanya hukum acara perdata ini, para pihak yang
bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain
melalui Pengadilan, tidak main hakim sendiri. Dalam hukum acara perdata ini
diatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang
berperkara secara seimbang didepan Pengadilan sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Hukum Acara Perdata termasuk dalam lingkup hukum privatn private
Law disamping Hukum Perdata Materil. Hukum Acara Perdata disebut hukum
perdata formal, karena ia mengatur tentang proses menyelesaikan perkara melalui
Pengadilan sesuai dengan norma-norma yang telah dikemukakan secara formal.
Hukum acara perdata baik dalam teori maupun praktinya mengatur tentang
bagaimana caranya seseorang, organisasi, badan hukum maupun badan usaha
6 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. IV; Jakarta: PT Raja
Grapindo Persada, 1995), h. 10.
7Hadi Daeng Mapuna, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 5.
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serta negara megajukan suatu tuntutan hak dan atau gugatan terhadap para
pelanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalm perundang-undangan
yang berlaku dan atau ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan melalui
perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hubungan keperdataan tersebut
antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila ada salah satu pihak
atau beberapa pihak yang melanggar akan dikenakan saksi berupa hukuman \.
Hukuman dalam hukum acara perdata umumnya deberikan ganti rugi kepada
salah satu pihak atau beberapa pihak yang telah dirugikan atas adanya
pelanggaran yang terjadi. Terlepas apakakh pelanggaran tersebut ada ungsur
kesengajaan atau tidak, yang pasti apabila ada uangsur pelanggaran tersebut telah
merugikan salah satu pihak atau beberapa pihak, maka pihak yang telah
melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan saksi hukuman keperdataan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum matiriil.8
2. Sumber-Sumber Hukum Acara Peradilan Agama.
Dalam dunia peradilan termasuk peradilan Agama di indonesia, sumber
hukum yang dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara.
Terdapat tiga aspek struktural yang melekat pada badan-badan peradilan,
semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 14 Tahun
1985, UU Nomor 2 tahun 1986, UU Nomor 5 Tahun 1986, dan UU Nomor 7
tahun1989). Ketiga aspek itu adalah susunan peradilan, kekuasaan Pengadilan,
8 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek (Cet II, Jakarta : Sinar Grafika
2011), h. 8.
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dan hukum acara yang berlaku. Mengenai hukum acara yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama, diatur dalam Bab IV UU Nomor
7 Tahun 1989, mulai pasal 54 sampai dengan pasal 105.9
Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan
Agama adalah Hukum Acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan
Umum.
Adapun sumber-sumber hukum acara Peradilan Agama antara lain;
a. UU Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman.
b. UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah
dengan UU Nomor 5 tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009
c. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP nomor 9 tahun 1975,
tentang peraturan pelaksaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tantang Perkawinan
d. Yurisprudensi Mahkamah Agung,
e. UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan UU Nomor 3 tahun 2006 (Perubahan I) dan UU Nomor 50 Tahun
2009 (Perubahan II),
f. UU tentang Perbangkan Syariah dan segala peraturan yang berkaitan
dengan ekonomi syariah,
g. UU tentang Zakat dan Wakaf,
h. Inpres Nomr 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
9 Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, Edisi. I, (Cet. I ; Jakarta: PT Raja
Grapindo Persada, 1990), h. 57.
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i. Surat keputusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI., yang berkaitan
dengan hukum acara perdata,
j. Kitab-Kitab Fiqhi.10
Menurut ketentuan pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo.  Pasal 39 UU
Nomor 1 tahun 1974, “penceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak”. Perkara penceraian pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama terdiri atas tiga bentuk, yaitu cerai talak, cerai gugat dan cerai dengan
alasan zina (li’an). Pengajuan perkara penceraian talak diajukan oleh suami,
sebagai pemohon, kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman termohon (istri), kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan
tempat kediaman yang bersangkutan bersama tanpa izin suami (nusyuz).
Sedangkan perkara cerai gugat diajukan oleh Istri.
3. Kedudukan Hukum Acara.
Para sahabat Rasulullah saw. Telah sepakat untuk menegakkan peradilan
antara manusia. Mereka berpendapat bahwa menegakkan peradilan adalah
kewajiban yang ditetapkan dan sunnah yang diikuti. Rasulullah saw. Sendiri yang
telah melaksanakan-Nya, seperti halnya sahabat beliau juga melaksanakan pada
masa hidup beliau dengan perintah dari padanya. Dan sepeninggal beliau, sahabat
bersama-sama tabi’in juga melaksanakannya, karena kehidupan sosial sangat
membutuhkannya. Manusia secara alamiah tidak mungkin hidup tanpa
10Hadi Daeng Mapuna, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 12-13.
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masyarakat, padahal pada diri manusia telah dibekali dengan naluri egoisme dan
rasa ingin menang sendiri. Menurut Abu Bakar  ibn Mas’ud, menganggat qadi
adalah suatu pardu, karena mengangkat qadi itu adalah untuk menyelesaikan
urusan fardu yaitu yang fardu, maka ia pun menjadi fardu.11
Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah hukum yang berfungsi
mengatur lalu lintas pemerikasaan perkara di Pengadilan. Dengan menggunakan
hukum acara ini para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang
telah dirugikan oleh pihak lain melalui Pengadilan, tidak main hakim sendiri.
Dalam acara perdata diatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-
masing pihak yang berperkara secara seimbang didepan sidang Pengadilan.
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau
penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan yang
dibawahnya disebabkan karena:
a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,
c. Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan.12
Pada perinsipnya hukum acara perdata ingin melindungi masyarakat
pencari keadilan yang menampakkan kedua belah pihak sama dihadapan hukum,
11Abd. Halim Talli, Peradilan Islam dalam Sistim Peradilan di Indonesia, h. 8 – 9.
12Abd. Halim Talli, Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qadha, (Kritik Terhadap
Beberapa Asas Peradilan di Indonesia), (Cet. I, Yokyakarta: UII Press, 2014),  h. 112.
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sehingga hakim tidak boleh seenaknya sendiri mengendalikan dan menjalankan
jalannya persidangan, melainkan harus tunduk pada kaedah-kaedah hukum acara
secara konsisten dan konsekuen.
4. Kompotensi Relatif Perkara Cerai Gugat.
Kekuasaan merupakan sesuatu yang melekat didalam organisasi itu. Oleh
karena itu, pembahasannya didasarkan kepada peraturan yang berlaku dan
dikemukakan dengan penuh kepastian. Namun demikian. Pembahasan kekuasaan
Pengadilan dapat pula dilakukan secara deskriptif atau apa yang senyatanya, ia
didasarkan pada informasi yang diperoleh dan dilaksankan kekuasaan Pengadilan
itu sehari-hari. Oleh karena pelaksaan kekuasaan Pengadilan berhubungan dengan
berbagai ungsur luar yang beranekaragam, maka dikemukakan dengan serba
kemungkinan.
Kompotensi relatif dirumuskan oleh Syahrani sebagai kewenangan atau
kekuasaan Peradilan yang satu jenis berdasarkan daerah atau wilayah hukum.
Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di kota madnyan
meliputi wilanyah Pemerintah Kota atau Kabupaten.13
Berdasarkan wilayah Hukum suatu Peradilan Agama, maka tenpat
penggugat/ pemohon mengajukan gugatan/ permohonan adalah sebagai berikut.
a. Perkara cerai talak.
13Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada
Pengadilan Agama, h. 58.
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Cerai talak adalah pemohonan penceraian yang diajaukan oleh
suami. Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dinyatakan, bahwa permohonan cerai Talak diajukan
oleh pemohon kepada Pengadilan Agama yang daerahnya hukumnya
meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali:
1) Apabila termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa
seizin Pemohon, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan
Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
2) Apabila Termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka
permohonan penceraian diajukan pemohon kepada Pengadilan Agama
yang wilayah hukumnya melipu Pemohon tempat kediaman Pemohon.
3) Apabila Pemohon dan Termohon berkediaman diluar Negeri, maka
permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah
hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsungkan atau
kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
b. Perkara cerai gugat.
Cerai gugat adalah penceraian yang diajukan oleh istri. Dalam Pasal
73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
dinyatakan, bahwa cerai Gugat diajukan ke Pengadilan Agama yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali:
1) Apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman
bersama tanpa seizin Tergugat (suami), maka gugatan diajukan
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kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal Tergugat.
2) Apabila penggugat berkediaman diluar Negeri, maka gugatan
penceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya
tempat kediaman Tergugat.
3) Apabila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman diluar Negeri,
maka gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang
wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka
dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.14
B. Risalah Umar Bin Khatab
Sepeninggal Nabi Muhammad Saw., tampillah Abu Bakar al-Siddiq
meneruskan kepemimpinan Nabi. Abu Bakar mempraktikkan pola kepemimpinan
Nabi Muhammad saw. Dan melaksanakan tugas-tugas kekhalifaan. Karena
kesibukannya menghadapi berbagai persoalan dalam negeri seperti adanya
kelompok ummat Islam yang menentang kepimimpinannya, orang murtad, orang
yang ingkar membayar zakat, orang mengaku sebagai Nabi, dan beberapa kabilah
yang memberontak, maka untuk penanganan urusan peradilan abu bakar
menyerahkan kepada Umar Bin Khattab.
Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Umar mengantikan kedudukannya
sebagai khalifah kedua. Pemerintahan Umar Bin Khattab ini berlangsung dari
tahun 634 sampai 644 M. Ketika Umar Bin Khattab memegang tampuk
14Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada
Pengadilan Agama, h. 58-59.
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kepemimpinan ia pun meneruskan kebijakan yang direncanakan Abu Bakar
sampai melakukan pembenahan pada semua sektor kehidupan, mengikuti
perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Umar selalu memberi nasehat kepada
para gubernur agar memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat.
Pada saat kepemimpinan Umar Bin Khattab pada saat itu Umar
mengeluarkan kebijakan baru yaitu mengangkat hakim independen di empat
daerah. Umar menunjuk Suraih bin al Haris’ sebagai hakim di daerah Kufa, Abu
Musa al-‘Asy’ari di Basrah, Qais bin Abi al-Sahami di Mesir, dan Abu Darda di
Madinah. Para hakim ini bertugas menyelesaikan seluruh persengketaan
diwilayah kerjanya tanpa campur tangan gubernur atau amir didaerah tersebut.
Sedangkan bagi daerah yang belum memiliki hakim tertentu, maka tugas
penetapan hukum dan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh gubernur.15
Mengiringi kebijakan tersebut, Umar bin Khattab memberikan pedoman
dasar kepada para hakim yang telah ia angkat dalam pedoman dasar kepada para
hakim yang telah ia angkat dalam menjalankan tugas peradilan. Adapun bunyi
pedoman tersebut sebagai berikut:
dari pada Umar Amirul Mu’minin kepada Abdullah ibn Qais mudah-
mudahan Allah melimpahkan kesejahteraannya terhadap engkau dan berkat dan
kesejahterannya. Adapun kemudian dari pada itu, maka :
15 Abd. Halim Talli, Asas Peradilan dalam Risalah al-Qada’ (Makassar: Alauddin
University Press, 2012), h. 7.
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1. Menyelesaikan perkara, adalah suatu fardlu yang dikokohkan dan suatu
sunna yang harus diikuti.
2. Fahamkanlah maksud pengaduan apabilah telah dikemukakannya kepada
engkau dan putuskanlah apabilah telah nyata mana yang benar kepada
engkau, karena sesungguhnya tiada bermamfaat suatu pembicaraan
kebenaran yang tidak mendapat perhatian hakim.
3. Samakanlah para pihak dimajelis engkau, dalam pandangan engkau dan
dalam putusan engkau, supanya orang yang muliah tidak tamak kepada
kecurangan engkau dan supanya orang yang lemah tidak menjadi orang
yang putus asa dari pada keadilan engkau.
4. Keterangan dimintakan kepada yang menggugat, dan sumpah dikenakan
putus asa yang menolak gugatan.
5. Perdamaian adalah boleh diantara ummat Islam, terkecuali perdamaian yang
menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan yang halal.
6. Barang siapa mengatakan sesuatu hak yang tidak ada ditempatnya atau
sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk di laluinya.
Kemudian jika dia memberi keterangan hekdaknya engkau memberi dia
kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian, maka
engkau dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya, karena yang
demikian itu lebih mantap bagi keudzurannya (tak ada jalan baginya untuk
mengatakan ini dan itu lagi), dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.
7. Janganlah engkau dihalangi oleh suatu putusan yang enkau telah putuskan
pada ini hari, kemudian engkau tidak kembali tidak putuskan itu kemudian
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engkau ditunjuki pada kebenaran untuk kembali kepada kebenaran, karena
kebenaran itu adalah suatu yang Qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh
sesuatu. Kembali kepada yang hak lebih baik dari pada terus bergelimang
dalam kebhatilan.
8. Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepada engkau dari
hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-quran dan tidak ada pula dalam
sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan
ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah
mana yang lebih mirip dengan kebenaran.
9. Orang-orang Islam adalah adil, sebagiannya kepada sebagian yang lain
kecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau sudah pernah
dijatuhi hukuman had orang-orang yang dirugi tentang asal usulnya, karena
sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia-rahasia hamba dan
menutupi hukuman-hukuman atas mereka terkecuali dengan ada keterangan
dan sumpah.
10. Jauhilah diri engkau dari marah, kacau pikiran, tidak senang perasaan,
menyakiti orang yang berperkara dan bersikap kasar diwaktu bertengkar,
karena putusan-putusan ditempat kebenaran (putusan yang benar) adalah
dari pada pekerjaan yang Allah menetapkan pahala dan dengan dia pulalah
bangus sebutan (percakapan orang). Maka orang yang bersih niatnya
terhadap kebenaran, walaupun atas dirinya sendiri, niscanya Allah
mencukupkan baginya apa yang diantaranya dengan masyarakat. Dan
barang siapa berhias dengan apa yang tidak ada pada dirinya (menampakkan
28
keahlian padahal sebenarnya tidak adil), niscanya Allah menampakkan
kejelekannya Karena sebenarnya Allah tidak menerima dari pada hamba
melainkan yang Chalis untuknya. Maka bagaimana persangkaan engkau
terhadap pahala yang ada disisi Allah, baik yang segera diberikan maupun
yang ada dalam perbendaharaan rahmatnya.16
Surat tersebut diatas dikenal dengan Risalah al-Qada’. Risalah ini banyak
dirujuki oleh hakim-hakim karena ia memuat prinsip-prinsip penyelesaian perkara
dimuka sidang pengadilan.
Para hakim pada masa Umar merujuk kepada Al-Quran. Jika tidak
mendapati hukum dalam Al-Qur’an mereka mencarinya dalam sunnah. Tetapi jika
mereka tidak mendapatkan sesuatu didalamnya, mereka bertanya kepada fuqaha
mujtahidin, apakah di antara mereka terdapat orang yang mengerti suatu sunna
mengenai perkara yang dihadapi. Jika didapatkan, mereka berpedoman dengan
apa yang dikatakan orang yang mengetahuinya tersebut setelah dilakukan upanya
penguatan. Jika tidak didapatkan, mereka berijtihad secara kolektif jika tidak
bermasalah terdapat hubungan dengan prinsip-prinsip dasar jamaah, dan berijtihad
secara individual dalam masalah-masalah sektoral yang khusus dengan individu17
Hakam adalah sebagai lembaga untuk mendamaikan pasangan suami istri
yang Shiqaq sulit diterapkan, terutama dikehidupan masyarakat perkotaan,
sebagai struktur keluarga pada umumnya berpola pada keluarga inti. Disinilah
16Hasbis Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Jakarta: Offet, 1964), h.
28-29.
17Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam Edisi I, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 66.
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terletak peranan penting Pengadilan Agama untuk bertindak sebagai Arbitrator
dalam mendamaikan suatu keluarga yang ingin memutuskan ikatan perkawinan.
Dalam hal ini kemampuan hakim sangat diperlukan, sebab jika mampu
mendamaikan suami istri, berarti telah mengemban tugas penting dalam membina
keluarga Islam.18
18 Irfan Idris, Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dan Peradilan





A. Jenis dan Lokasi Penelitian.
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriftif,
yaitu penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai obyek
yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
2. Lokasi Penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar
B. Pendekatan Penilitian
1. Pendekatan Yuridis, Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang
digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki
korelasi dengan masalah yang akan diteliti.
2. Pendekatan Syar’I, yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang ada
hubunganya dengan masalah yang akan diteliti.
C. Jenis dan Sumber Data.
1. Jenis Data.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yaitu suatu
jenis data yang mengkategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan
data yang lebih mendalam dan lebih konferehensif.
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2. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan library research
(kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan).
D. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Library Research atau
penelitian kepustakaan dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder.
Data primer ialah data yang diperoleh melalui penelusuran buku-buku dan
sumber bacaan seperti jurnal, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Dalam hal ini
penulis mengambil sebuah kasus/ dokumen yang menjadi pokus penelitian bagi
penulis.
Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui Field Research atau
penelitian lapangan dengan cara interview (wawancara) adalah proses tanya
jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau
lebih beratatap muka mendengarakan secara langsung informasi-informasi atau
keterangan-keterangan1.
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim
pengadilan agama yaitu Drs. Kamaruddin. Yang telah membantu penulis
memberika data secara interview yang berkaitan dengan judul skripsi yang
penulis bahas.
1 Cholid Norbuko dan Abu Achmadi Metode Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.
83.
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E. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan dan
analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer
dengan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun
secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah
analisis data adalah sebagai berikut:
1. Mengorganisasi data, baik yang diperoleh dari data tertulis maupun dari
hasil wawancara.
2. Proses data dengan cara memilah-milah data.





A. Telaah Kasus Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Mks.
1. Duduk perkara:
Di dalam duduk perkara disebutkan bahwa “F” binti “R” telah mengajukan
gugatan cerai terhadap “J” bin “R”, dengan alasan sebagai berikut :
a. Menimbang, bahwa pengggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20
janwari, yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Makassar Nomor
130/Pdt.G/PA Mks., tanggal 23 Januari 2014, telah mengumukakan hal-hal
dengan merubah alamat tergugat menjadi Gaib, sebagai berikut:
b. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari
sabtu, tanggal 19 Oktober 2002 di Kecamatan Maiwa, Kabupaten
Enrekang (Kutipan akta nikah Nomor 197/21/X/2002 tanggal 19 Oktober
2002).
c. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan sultan
Hasanuddin No. 42, Kabupaten Engrekang lalu pindah di Jalan Lasuloro
Dalam II, No. 26, Blok IV, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Manggala,
Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
d. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai
11 tahun 3 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami
istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang galam asuhan dan
pemeliharaan besama :
1) Andi Idris Mangopo mangile, lahir 22 Juli 2003.
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2) Andi Endah Sri Wahyuni Mangile, lahir tanggal 23 Agustus 2008.
e. Bahwa sejak bulan Februari 2010, rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
1) Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata
yang tidak pantas didengar oleh Penggugat, bahkan pernah
mengeluarkan kata-kata cerai.
2) Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan
dengan laki-laki lain.
3) Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat dan
anaknya yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada
kepentingan rumah tangga dan bianya pendidikan anaknya.
f. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi Tergugat pergi
meninggalkan kediaman bersama kerumah sepupu tergugat sejak bulan
juni 2013 sampai sekarang telah mencapai 7 bulan dan selama pisah
tempat kediaman Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami
dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
g. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak
ada komonikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah
tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan
Agama Makassar.
Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang
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memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai
berikut :
a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
b. Menjatuhkan talak satu Ba’in Shugraa Tergugat “F”, terhadap Penggugat
“R”.
c. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan
salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah. Kantor Urusan
Agama Kecamatan Maggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Engrekang, lambat
30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
d. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
2. Subsideir Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor
130/Pdt.G/2014/PA Mks.
a. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang
menghadap sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak datang menghadap
dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya
yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut dan tidak datangnya tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan
oleh suatu halangan yang sah.
b. Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar tetap
mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan tergugat,
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akan tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai
dengan tergugat.
c. Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan
penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya
tetap dipertahankan oleh penggugat.
d. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan
bukti surat berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/21/X/2002
tanggal 19 Oktober 2002, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, telah
dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim
Diberi kode P,
e. Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula dua orang
saksi masing-masing bernama Irsan bin Kisram dan Jumrah binti Muliadi,
telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang kesemuanya telah
tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini
f. Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.
g. Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita
acara persidangan perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
putusan ini.
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3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Makassar Nomor
Perkara 130/Pdt.G/PA Mks
a. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana
telah diuraikan dimuka.
b. Menimbang, bahwa selama progses persidangan berlangsung hanya satu
pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara tidak
dimediasi
c. Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat
tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat dan harus
dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan tersebut harus diperiksa dan
diputus dengan Verstek.
d. Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengadili, bahwa rumah
tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah dan berkata kasar,
cemburu buta dan tidak memperatikan Penggugat lalu pergi meningalkan
kediaman bersama sampai sekarang dan sudah tidak diketahui lagi dimana
kebenarannya, untuk itu penggugat mohon diceraikan dengan tergugat.
e. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan
yang dijadikan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang
perkawinan dengan alasan perselisihan, oleh karena itu majelis hakim
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membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,untuk
itu penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana
yang telah diuraikan dimuka
f. Menimbang, bahwa apabila dalil Penggugat dalam hubungan
pernikahannya dengan tergugat dihubungkan dengan bukti P, maka
terbukti antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum,
yaitu sebagai suami istri, menikah pada tanggal 19 Oktober 2002, di
Kecamatan Maiwa, Kabupaten Engrekang,
g. Menimbang bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dalam hubungannya
dengan alasan penceraian dihubungkan dengan kesaksian dua orang saksi
seperti yang telah disebutkan, maka dikemukakan fakta-fakta sebagai
berikut ;
1) Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan
pertengkaran.
2) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering emosi dan berkata-kata kasar serta
menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga
Penggugat sebagai istri tidak dapat menerima perlakuan tergugat
tersebut.
3) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan
tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, sampai sekarang.
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4) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan agar rukun
kembali tetapi tidak berhasil.
h. Menimbang, bahwa berdasarka fakta-fakta tersebut terbukti antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti penggugat dan tergugat telah
pisah tempat tinggal sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan lamanya, hal ini
berarti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang
dapat mewujudkan dengan rasa cinta, saling hormat-menghormati sudah
tidak ada diantara penggugat dan tergugat.
i. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan agar rukun
kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan
pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua
bela pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai
suami istri, dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat telah
pecah.
j. Menimbang bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselsihan
yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian,
maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif
satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.
k. Menimbang bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut Majlis Hakim
berpendapat, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah
memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 Huruf
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(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus
dikabulkan dan majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba’in shugra
tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam.
l. Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka
berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan
kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan
Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan
untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pengawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Engrekang, untuk dicatat
pada tempat yang disediakan untuk itu paling lambat 30 hari setelah
putusan berkekuatan hukum tetap.
m. Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh
biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
n. Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkaitan dengan perkara ini.
Analisis Penulis
Dalam kasus ini penulis ingin melakukan analisis yang dapat memberikan
penjelasan yang lebih dalam lagi tentang persoalan perkara Gaib. Dalam kasus ini
tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama 7 bulan tidak pernah ada
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khabarnya. Perkawinan keduanya telah dilangsungkan di Kecamatan Maiwa,
Kabupaten Engrekang.
Dalam pasal 125 HIR/149 R.bg dikemukakan bahwa : “Apabila pada hari
yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain
untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut maka
gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir (Verstek) kecuali kalau ternyata
bagi Pengadilan Negara bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak
beralasan.”1
Toleransi panggilan untuk kedua kali dalam putusan verstek. Dalam pasal
127 HIR/ R.Bg diterangkan bahwa:
Apabila salah seorang atau lebih tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka pemeriksaan perkara itu ditunda
sampai pada hari persidangan yang lain, sedapat mungkin jangan lama.
Penundaan itu diberitahukan kepada pihak yang hadir dalam sidang;
pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya. Kepada tergugat yang hadir
diperintahkan panggil sekali lagi oleh ketua supanya hadir pada hari persidangan
yang lain. Ketika perkara itu diperiksa dan kemudian diputuskan bagi semua
pihak dengan satu putusan saja perlawanan atas putusan itu tidak diperkenakan.
Putusan yang dijatuhkan dengan Verstek, tidak boleh dijalankan sebelum
lewat 14 hari sesudah pemberitahuan, seperti yang telah disebutkan dalam pasal
149 diatas.
1M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syariah di Indonesia, Edisi. I, (Cet. III, Jakrta: Prenada Media Grup, 2004), h. 19.
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Kalau sangat perlu, maka dapat diperintahkan supanya putusan itu
dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua
sesudah dijatuhkan putusan, atas permintaan Penggugat dengan lisan atau tulisan.
4. Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Pusat Nomor Perkara
370/Pdt.G/2002/PA.JP
Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harus berakhir dengan adanya
suatu putusan hakim atau Pengadilan, putusan hakim adalah suatu pernyataan
yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu,
diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan
suatu perkara antara pihak. Dan akhirnya Pengadilan Agama Makassar Pusat
mengadili perkara ini dengan putusan :
a. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir.
b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
c. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra tergugat, J” bin “R” terhadap
Penggugat “F” binti “R”.
d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Maggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Engrekang, paling lambat 30 hari
setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
e. Membebankan kepada penggugat untuk membanyar perkara sejumlah Rp.
286.000,-(dua ratus delapan puluh ribu enam ribu rupiah).
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Analisis penulis
Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang
Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :
“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu
perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” artinya bahwa Hakim
mengetahui hukum (objektif), artinya bahwa Hakim karena jabatannya bertugas
menemukan dan menentukan titik apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang
diperiksa.
Selain itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang
Kekuasaan Kehakiman “semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai
kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” Mengenai
isi putusan Pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang No. Tahun 2006
menyebutkan bahwa :
a. Segala putusan Pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan
tersebut, memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan perundang-
undang yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan
dasar untuk mengadili.
b. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim yang memutus dan
panitera yang ikut serta bersidang.
c. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawarahan, dan berita acara pemeriksaan
sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.
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Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung
jawaban dari putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya
mempunyai nilai objektif, Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar
Nomor 130/Pdt.G/PA Mks dirasakan sangat objektif untuk memutuskan
suatu perceraian yang di akibatkan oleh perkara Gaib.
Di dalam gugatan penggugat yaitu pada bagian petitum memohon kepada
Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :
a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
b. Menjatuhkan talak satu Ba’in Shugra Tergugat “F”, terhadap Penggugat
“R”.
c. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan
salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah. Kantor Urusan
Agama Kecamatan Maggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Engrekang, lambat
30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
d. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Dengan pertimbangan tersebut, maka hakim mengadili dan memutuskan
bahwa menyatakan :
a. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
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c. Menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan
menyatakan perkawinan putus karena perceraian.
d. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra tergugat, J” bin “R” terhadap
Penggugat “F” binti “R”.
Putusan Hakim Pengadilan Makassar Nomor 370/Pdt.G/2002/P.A.JP
berisi mengenai :
a. Suatu keterangan dari isi gugatan.
b. Jawaban tergugat atas gugatan itu.
c. Alasan-alasan keputusan.
d. Keputusan Hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.
e. Keterangan apakah pihak-pihak yang berpekara hadir pada saat keputusan
dijatuhkan.
f. Kalau putusan itu didasarkan suatu Undang-Undang harus di sebutkan.
g. Tanda tangan hakim dan panitera.
Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Nomor: 130/Pdt.G/2014/PA
Mks, telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No.1
Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan
Pemerintah No.9 Thun 1975. Mengenai tata cara perceraian yaitu :
Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan serta Pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak”.
Peceraian antara penggugat dan tergugat dilakukan didepan sidang Pengadilan
Agama Makassar.
46
Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak
akan hidup rukun sebagai suami istri. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat
2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
No.9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : ”antara suami istri
terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa : “Hakim
yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Thun 1975, bahwa : “ Selama perkara belum
diputuskan, usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada saat sidang
pemeriksaaan” Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa :
“Apabila tidak dapat di capai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian
dilakukan di sidang tertutup”. Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak
dapat di capai karena Tergugat tidak datang dalam proses persidangan dan tidak
ada kabar beritanya sama sekali.
Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa : “ Putusan
mengenai gugatan perceraian diucapakan dalam sidang terbuka”. Putusan
diucapkan dimuka umum pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 bertepatan
dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1435 Hijriah oleh Majelis Hakim, Drs. Hj.
Murni Djuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. AR. Budi, SH, M.H. dan Dra. Hj. St.
Aminah Malik, M.H., masing-masing selaku Hakin Anggota, dibantu oleh Drs.
Amiruddin, Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Makassar, putusan
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mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam siding
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.
B. Implikasi Risalahtul Qadha Umar Bin Khattab Terhadap Hukum Acara
Peradilan.
1. Memahami Kasus Persoalan, Baru Memutuskannya.
Fahamkanlah maksud pengaduan apabilah telah dikemukakannya kepada
engkau dan putuskanlah apabilah telah nyata mana yang benar kepada engkau,
karena sesungguhnya tiada bermamfaat suatu pembicaraan kebenaran yang tidak
mendapat perhatian hakim2
Pemahaman yang baik dan i’tikad baik adalah termasuk nikmat Allah yang
Agung yang diberikan kepada hamba-Nya. Bahkan tiada sesuatu yang lebih mulia
yang diberikan Allah kepada manusia setelah Islam adalah kedua nikmat tersebut.
Dengan pemahaman dan i’tikad baik seseorang dapat terhindar dari jalan yang
dimurkai dan jalan tersesat, tetapi merai jalan keselamatan sebagai mana
dimohonkan setiap kali melaksanakan shalat. Pemahaman yang baik adalah
“cahanya” yang Allah nampakkan kedalam hati hamba yang dengannya dapat
menimbang antara yang sah dan fasid, yang benar dengan yang batil, petunjuk
dengan kesesatan, kesesatan dengan tercerahkan, ia mengembangkan i’tikad baik,
melapangkan kebenaran, mendekatkan kepada pencipta dikala sunyi maupun
damai.
2 Hasbis Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Jakarta: Offet, 1964), h.
28.
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Setiap dua orang yang selalu bertikai membawa perselisihan mereka ke
Pengadilan, maka hakim harus memahami apa yang dia dengar dan menyelidiki
perbedaan-perbedaan antara kedua yang berselisih tanpa memahami hal-hal yang
menyebabkan perselisihan diantara pihak-pihak yang bertikai. Karenanya, Umar
mengingatkan Abu Musa Al-Asy’ari agar ia memahami baik pengaduan yang
dikemukakan kepadanya, lalu ia putuskan apabila telah nyata mana yang benar
dan yang salah, karena tiada bermamfaat sesuatu pembicaraan kebenaran yang
tidak dilaksanakan.3
Petunjuk Umar tersebut meliputi semua jenis perkara yang diajukan
kepada hakim, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Hakim dalam
menerima perkara, wajib secara sungguh-sungguh memahaminya dengan baik
menyangkut gugatan atau dakwaan tersebut, mengungkap dan menangkap
pernyataan-pernyataan yang disertakan bukti-bukti/ dalil-dalil yang dikemukakan
oleh para pihak, sehingga menyakini pernyataan-pernyataan mana diantara kedua
belah pihak tersebut yang benar dan yang salah. Demikian pula, hakim pula harus
mengetahuinya tentang hukum yang paling tepat mengenai gugatan atau dakwaan
tersebut setelah ia mengetahui duduk perkaranya.
Penggugat atau pemohon untuk dapat menyelesaikan suatu perkara atau
persengketaan yang diajukan kepada Pengadilan dengan memenuhi tuntutan
keadilan, maka seorang hakim terhadap perkara tersebut harus : Pertama,
mengetahui hakekat dakwaan/gugatan; dan Kedua, mengetahui hukum tentang
3Abd. Halim Talli, Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qadha, (Kritik Terhadap
Beberapa Asas Peradilan di Indonesia), (Cet. I, Yokyakarta: UII Press, 2014), h. 63.
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perkara tersebut. Kedua hal diatas dijelaskan lebih rinci dalam hukum Acara
Perdata dengan menampilkan tiga tahapan tugas hakim yaitu:
a. Mengonstatir perkara, yaitu upanya hakim menilai apakah peristiwa atau
fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak benar adanya atau tidak.
Mengkostatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan peristiwa yang
diajukan tersebut,
b. Mengualifisir peristiwa, yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap
benar–benar terjadi itu termasuk apa atau yang mana. Dengan kata lain,
menemukan hak umumnya bagi yang telah dikonstantir,
c. Mengonstituir perkara, yaitu hakim menetapkan hukumnya kepada yang
bersangkutan guna memberi keadilan.4
2. Samakan Pendapat Anda kepada Kedua Belah Pihak, dan Berlaku
adillah.
Duduklah kedua belah pihak di majelis secara sama, pandang mereka
dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak melecehkan anda,
dan orang yang lemah tidak merasa teranianya.5
Yang dimaksud dengan samakan pendapat kedua belah pihak adalah hakim
dalam menangani suatu perkara terhadap para pihak yang sedang berperkara harus
mendengarkan keterangan-keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua
belah pihak.
4Abd. Halim Talli, Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qadha, (Kritik Terhadap
Beberapa Asas Peradilan di Indonesia), h. 66.
5M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syariah di Indonesia, h. 56.
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Persamaan antara pihak yang berselisish, adalah salah satu tugas utama
seprang hakim. Umar mengingatkan Abu Musa al-Asy’ari dalam hal pandangan
/pelanyanan, fasilitas dan peradilan, sehingga orang yang lebih kuat tidak akan
mengharapkan kemurahannya, dan orang yang lemah tidak akan kecewa akan
keadilannya. Perlakuan yang sama tersebut berlangsung selama pemeriksaan
perkara sehingga masing-masing hak dan kewajibannya berdasarkan hasil putusan
yang ditetapkan oleh hakim.
Hakim dalam sebelum memberikan keputusan terhadap  perkara yang
diajukan oleh para pihak harus mendapatkan keterangan-keterangan yang
sebenarnya dari kedua belah pihak, jika dalam keterangan yang diberikan oleh
para pihak ternyata belum dapat gambaran tentang duduk perkara yang
sebenarnya, maka hakim karena jabatannya mempunyai hak untuk memerintahkan
kedua belah pihak sedang berperkara untuk menghadirkan para saksi yang
mendengar, mengalami dan menyaksikan langsung terjanya peristiwa hukum.6
Seorang hakim tidak hanya terikat tugas untuk memutuskan perkara
dengam adil, tapi juga dalam menetapkan keadilan pada pihak-pihak yang
berselisih selama penyelesaian masalah dengan memperlakukan mereka dengan
adil. Seorang hakim harus memperlakukan hak yang sama dimuka Pengadilan
meskipun perselisihan itu terjadi pada seorang raja dan rakyatnya, orang kaya dan
orang miskin, majikan dan pembantunya, teman dan musuhnya, atau seorang
6 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek (Cet II, Jakarta : Sinar Grafika
2011), h. 21.
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kerabat dan orang asing. Dalam masalah persamaan perlakuan pada orang yang
berperkara,
Di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan
sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa Pengadilan mengadili
menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti dikemukakan dalam
Pasal 4 Ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman,
mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus
sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-
masing harus diberi kesempatan untuk diberi pendapatnya. Asas bahwa kedua
belah pihak harus didengar, lebih dikenal dengan Asas ”audi et alteram partem”
atau “eines mannes rede ist keines rede, man soll sie hore alle baide” hal ini
berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah-satu pihak
sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk
mengeluarkan pendapatnya.
3. Kewajiban Pembuktian
Keterangan dimintakan kepada yang menggugat, dan sumpah dikenakan
putus asa yang menolak gugatan.7
Jika seorang ingin menuntut orang lain, dia harus memiliki bukti
pernyataannya. Jika tidak ada saksi atau alat bukti lainnya, maka ia tidak
memberikan pembelaan atas gugatannya dan tidak ada sistem hukum didunia ini
yang dapat memenangkannya. Tetapi sistem hukum Islam tidak berlangsung
7Hasbis Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 28.
52
menolak gugatan tersebut bagi orang yang tidak dapat memberikan bukti bagi
pernyataannya. Dalam sebuah Pengadilan Islam jika seorang penggugat gagal
untuk memberikan bukti, tuntutanya tidak akan ditolak, tetapi tergugat akann
diminta untuk mengangkat sumpah bahwa apa yang dikatakan oleh penggugat
adalah tidak benar. Jika tergugat mengangkat sumpah, maka tuntutan penggugat
akan gagal. Jika tergugat menolak bersumpah, kewajiban bersumpah dipindahkan
ke penggugat. Perkara akan dimenangkan oleh penggugat jika dia bersumpah
akan kebenaran pernyataannya.
Pembuktian di muka Pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting
dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan
tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian
hukum acara sedangkan peradilan agama mempergunakan hukum acara yang
berlaku diperadilan umum8
Bukti dalam pengertian ini ialah hujjah atau alasan yang kuat untuk
memperoleh kejelasan perkara dan melahikan kebenaran. Menurut Ibnu Qayyim
al-Jauziyah, bukti adalah sebutan dari segala sesuatu yang dapat dijelaskan
kebenaran. Menurutnya, fuqaha yang mengkhusukan pembuktian itu hanya
kepada dua orang saksi atau satu saksi dan sumpah adalah tidak tepat. Oleh karena
“al-bayyinah” dalam al-Qur’an tidak hanya menunjuk kepada makna tersebut,
seperti Q.S. al-hadid/ 57: 25, Q.S. al-Bayyinah/ 98:4, Q.S. al-Anam/ 6:57.
Kebenaran tidak tergantung pada alat bukti tertentu, sehingga tidak tepat
8 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Cet. IV, Jakarta: PT raja
Grapindo Persada, 1995), h. 141
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mengkhususkannya dengan perkara tertentu yang disamakan kepada yang lainnya
dalam menjelaskan kebenaran.
Apabila pihak tergugat mempunyai bukti-bukti yang biasa menolak
gugatan penggugat untuk membuktikan bebas tanggungan, maka ia boleh
mengajukan bukti itu terhadap gugatan. Akan tetapi apabila yang ia miliki tidak
seperti yang dimaksud, maka dalam hal ini ia berhak untuk menyangkal tentang
keadilan para saksi yang mengemukakan bukti-bukti yang menyatakan tentang
cacatnya bukti dari penggugat. Bahkan dalam hukum moderen saat ini sudah lebih
jauh dari pada itu. Pihak tergugat dibolehkan didalam semua hal untuk
mengajukan bukti tangdingan untuk membuktikan yang sebaliknya dari pada
bukti yang diajukan oleh pihak tergugat.
Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan
kebenaranya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila tidak diakui oleh
pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak
penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa
perkara itu yang akan memutuskan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara
akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak tergugat atau
sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang
menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian.
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4. Lembaga Damai
Perdamaian adalah boleh diantara ummat Islam, terkecuali perdamaian
yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan yang halal.9
Seorang hakim dituntut untuk berusaha keras mencari kemungkinan-
kemungkinan berdamai bagi pihak-pihak yang bertikai, karena keputusan sebuah
perkara yang diberikan oleh hakim pada bayak kasus melahirkan permusuhan
berkelanjutan antara pihak yang bertikai. Konsekuensinya, untuk menyelesaikan
perselisihan dengan putusan Pengadilan, Pengadilan memilih menyuruh
perdamaian dan ini membuka Pengadilan baru bagi pihak yang bertikai.
Walaupun sebuah Pengadilan dituntut untuk tidak menunda proses perkara,
bagaimanapun, Pengadilan tetap bisa diproses atau ditunda jika ada beberapa
kemugkinan untuk perdamaian antara pihak yang bertikai.
Mengadakan usaha perdamaian itu tidak bertentangan dengan ketentuan
Islam. Allah swt. Menyuruh ummat manusia untuk berdamai dalam firman-Nya






Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.10
9Hasbis Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 28..
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Menurut kajian hukum acara perdata dalam pemeriksaan perkara
dipersidangan Pengadilan, hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian
kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian itu dapat diusahakan
sepanjang pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusannya.
Perdamaian itu ditawarkan bukan hanya pada sidang permulaan saja, melainkan
juga pada setiap kali sidang dilangsungkan. Hal ini disesuai dengan sifat perkara
perdata bahwa inisiatif berperkara itu datang dari para pihak, karena itu para pihak
pula yang mengakhirinya secara berdamai dengan perantara hakim depersidangan.
Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk berusaha
penyelesaian perkara perdata secara berdamaian.
Dalam hukum acara perdata, peran hakim dalam mengupanyakan
perdamaian bagi kedua belah pihak sangat terbatas. Hakim hanya sekedar
menasehati, mengajukan, dan menjelaskan sisi positif dari penyelesaian sengketa
secara damai. Demikian pula, hakim dapat memberikan bantuan dalam perumusan
format dan isi perdamaiannya sepanjang hal tersebut diminta oleh kedua belah
pihak, sehingga hasil perdamaian tersebut benar-benar merupakan hasil
kesepakatan kedua belah pihak.
Seperti itulah perintah Allah kepada ummat muslim untuk mendamaikan
setiap perselisihan diantara mereka sebagaimana dalam Q.S. al-Hujurat/49: 10
diatas. Perintah melakukan perdamaian terhadap orang atau kelompok yang
10Departemen Agama Republik Indonesia, “Kitab Suci Alquran dan Terjemahannya”,
(Bandung: Departemen Agama, 2007), h. 516.
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berselisih tersebut karena sesungguhnya mereka bersaudara yang memiliki kaitan
bersama dalam kemanusia, keturunan, kebangsaan, dan lain-lain, dan juga untuk
menhindari terjadinya bencana akibat berselisihan tersebut. Perdamaian yang
dicapai diantara pihak-pihak yang berselisih itu merupakan perbaikan (islah) yang
akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak dan lainnya. Sesuai dengan
prosedur mediasi di Pengadilan, kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak
dalam mediasi.
Kalau terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian dimuka
pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap perkara yang sudah
terjadi perdamaian tidak boleh diajukan perkara, kecuali tentang hal-hal beru
diluar perdamaian bukan keputusan pengadilan.11
5. Penundaan Sidang
Barang siapa menyatakan ada sesuatu hal yang tidak ada di tempatnya atau
sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian
jika dia memberi keterangan hekdaklah engkau memberikan kepadanya haknya.
Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian, maka engkau dapat
memutuskan perkara yang merugikan haknya, karena yang demikian itu lebih
mantap bagi keudzurannya (tak ada jalan baginya untuk mengatakan ini dan itu
lagi), dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.12
11 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 100.
12M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syariah di Indonesia, h. 56.
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Pengadilan bisa efektif apabila menggunakan cara yang tepat, dam
penundaan sidang Pengadilan bisa terjadi untuk mewujudkan keadilan.
Bagaimanapun, dibolehkan menunda proses Pengadilan dengan alasan yang
rasional, berdasarkan permintaan salah satu pihak dalam rangka penyusunan
bukti-bukti.
Praktik persidangan diPengadilan, penundaan sidang lumrah terjadi.
Penundaan sidang tersbut dibenarkan oleh hukum acara perdata sepanjang tidak
menyalahi ketentuan yang berlaku dan demi tegaknya keadilan. Sehingga, apabila
suatu pemeriksaan perkara itu dapat diundur pada hari-hari sidang berikutnya,
dengan tetap berpengang pada asas pemeriksaan dan penyelesaian perkara cepat,
dan tidak dibenarkan hakim mengulur waktu lama yang dapat menambah
penderitaan dan beban bagi kedua belah pihak.
Penundaan hari sidang diinformasikan dan disampaikan kepada kedua
belah pihak dihadapan persidangan hari itu. Pengumuman dan penyampaian ini
juga merupakan penyampaian bagi pihak yang hadir sebagai panggilan resmi
untuk hadir dalam persidangan berikutnya tanpa dipanggil lagi. Sedangkan pihak
yang tidak hadir dalam persidangan, hakim ketua majelis persidangan perkara
tersebut memerintahkan kepada jurusita atau jurusita pengganti agar pihak yang
tidak hadir itu diberitahukan mengenai penundaan sidang supanya ia atau mereka
hadir pada persidangan berikutnya yang telah ditetapkan itu. Perintah tersebut
harus dimuat atau dicatat dalam berita Acara Persidangan (BAP).
6. Orang Islam Harus Berlaku Adil
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Orang Islam dengan orang Islam lainnya haruslah adil, terkecuali orang
yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau sudah pernah dijatuhi hukuman had
atas orang yang diragukan tentang asal-usulnya,  karena sesungguhnya Allah yang
mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka terkecuali
dengan ada keterangan dan sumpah.13
Hakim dalam persidangan harus bertindak adil terhadap para pihak yang
sedang berperkara dan tidak boleh membeda-bedakannya serta tidak boleh
berpihak kepada salah satu pihak. Untuk dapat mencapainya asas keadilan yang
dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dapat diterima oleh
kedua belah pihak, maka hakim harus mendengarkan keterangan-keterangan dari
kedua belah pihak dan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dengan
cara mengadili perkara para pihak seadil-adilnya. Disamping itu, dalam
memberikan keputusan hakim tidak boleh hanya berdasarkan keterangan salah
satu pihak, terkecuali jika pihak tergugat setelah dipanggil dangan patut 2 (dua)
kali berturut-turut tidak hadir (purge) dan tidak memerintahkan wakilnya atau
kuasa hukumnya serta tidak menggunakan haknya untuk didengar keterangannya.
Hakim dapat memberikan putusan verstek, akan tetapi, setelah hakim memberikan
putusan verstek dan ada perlawan verszet dari pihak tergugat, maka hakim juga
diharuskan mendengarkan keterangan pihak tergugat dan memberikan keputusan
yang yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu.14
13M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syariah di Indonesia, h. 56.
14 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. IV; Jakarta: PT Raja
Grapindo Persada, 1995), h. 21.
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Hakim sebagai pelaksana tugas peradilan yaitu menerima, memeriksa,
mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya adalah demi
tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugas
mengadili tersebut, hakim berkewajiban menyelesaikan 3 tugas pokok secara
benar dan akurat ketiga tugas tersebut adalah tugas konstratir, kualifisir dan
konstituir.
Dengan dasar ini, dan sesuai dengan kedudukan peradilan Agama sebagai
penegak hukum Islam, maka upanya pengembangan terhadap seluruh perangkat
keras dan lunak dari institusi ini sangat signifikan, termasuk pengembangan
hukum acara peradilan Agama untuk terwujudnya peradilan mandiri yang
menegakkan keadilan masyarakat Islam, akan lebih mendukung penegakannya
hukum materil Islam di Indonesia secara benar dan Adil.
7. Larangan Bersidang Ketika Sedang Emosional.
jauhilah diri anda dari marah, pikiran kacau, perasaan tidak senang dan
berlaku kasar terhadap para pihak. Karena kebenaran itu hanya didalam jiwa yang
tenang dan niat yang bersih.
Seorang hakim tidak boleh dalam keadaan kacau  pikiran, atau jenuh pada
saat mengadili perkara. Demikian pula, hakim tidak boleh marah diwaktu
persidangan memeriksa kasus, sebagai mana sabda Rasullullah saw :
 ٌنﺎَﺑْﺿُﻏَوُھَو ِنْﯾَﻧْﺛا ِنَْﯾﺑ ُمَﻛﺣ ﱠنﯾِﺿْﻘَﯾﻵ
Artinya :
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Tidak boleh seorang hakim menetapkan putusan bagi dua orang yang
berperkara sedangkan ia dalam keadaan marah15
Hakim tidak boleh dalam keadaan terlalu lapar, haus, dan kejenuhan. Oleh
karena kaedah-kaedah tersebut mengganggunya untuk mencapai kebenara. Tidak
boleh bagi hakim memeriksa perkara dalam kedaan jalan, atau berkendaraan.
Sebab keadaan itu menyibukkan pikiran dan mengganggu proses penerimaan
keterangan kedua belah pihak.
Hakim harus menghindari dari segala sesuatu yang dapat menghalanginya
untuk mencapai kepada kebenaran. Hakim dituntut untuk sabar dan perkasa dalam
menerima kritikan, karena pihak yang kalah mungkin akan melawan putusan
hakim dengan mengkritiknya. Oleh karena itu, jika dia merasa terganggu jika
mendapat kritikan, dia mungkin tidak akan adil pada pihak yang melakukannya.
Pihak yang kalah selalu melawan hakim yang membuat putusan bertentangan
dengan putusannya. Pihak tersebut mungkin akan membuat keputusan yang tidak
adil. Oleh karenanya seorang hakim dituntut agar kepala dingin.
Kemarahan adalah faktor yang sangat efektif untuk mempengaruhi pikiran
manusia. Seseorang yang terganggu pikiran terkadang akan mengeluarkan
kemarahan. Konsekkuensinya, ia akan terpropokasi yang menyebabkan ia
kehilangan pengertian akan baik buruk, benar dan salah, sebagaimana adil dan
tidak adil. Nabi Muhammad saw. Berkata “Ketika seorang marah ia akan dikuasai
oleh syaitan”
15Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Jami’ al-Sahih (sahih al-Bukhari)
Bab Hal Yaqdi al-Qadi au Yafti wa Huwa Gadban, Jus. 9, h. 65.
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Dalam mempengaruhi kesabaran hakim dalam menjalankan tugasnya
diharuskan berperilaku hilm, anat, dan rifq. Hilm adalah kemampuan seorang
mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Hakim seharusnya mampu menahan
dirnya melakukan perbuatan negatif apabila dia marah karena di kritik, dicaci,
didemo atau putusan yang ditetapkannya. Anat, adalah berhati-hati, tidak
tergesah-gesah dalam segala hal.seorang hakim harus cermat, berhati-hati, tidak
tergesah-gesah, dan tidak lamban dalam memeriksa kasus. Hakim tidak boleh
langsung menanggapi lahiria berbagai perkara sehingga ia tergesah-gesah
membuat keputusan sebelum mengambil sikap hati-hati dan pemeriksaan
mendalam tentang perkara itu. Rifq, adalah lembut, santun, dan luwes dalam
bergaul dengan orang lain. Ketiga prilaku ini akan memperkuat dan mendorong





Dari hasil penenlitian dan pembahasan tengtang PENYELESAIAN
PERKARA KETIDAKBERADAAN PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA
DALAM HUKUM PERKAWINAN (Telaah Yurisprudensi Nomor 130/Pdt.G/PA
Mks dengan Risalahtul Qada Umar Bin Khattab) pada tanggal 6 Juni sampai 6
Juli 2014 maka peneliti menarik kesimpulan Bahwa :
1. Bahwa proses penyelesaian perkara ketidak beradaan pihak-pihak yang
bersengketa dalam hukum perkawinan sama dengan proses penyelesaian
perkara yang lainnya namun yang membedakan adalah ketidak hadiran
salah satu penggugat sehingga terjadinya putusan verstek
2. Bahwa dalam penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan penyelesaian
perkara ketidak beradaan pihak-pihak yang bersengketa dalam hukum
perkawinan. Prinsif-prinsif diatas yang dipedomani para hakim dalam
melaksanakan tugasnya dalam menangani perkara Nomor 130/Pdt.G/PA
Mks sudah diterapkan oleh Majelis hakim tersebut. Sumber utama yang
dipakai oleh Majelis hakim dalam menghadapi cerai talak karena orang
yang hilang: Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 serta Pasal 116 poin b
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “salah satu pihak
meninggalkan pihak laim selama dua tahun berturut-turut tampa izin pihak
lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain luar kemampuannya
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3. Risalahtul Qada Umar Bin Khattab menjadi bayak rujukan yang
digunakan oleh hakim-hakim termasuk dalam kasus Nomor
130/Pdt.G/2014 Mks terhadap kasus Penyelesaian Perkara
Ketidakberadaan Pihak-Pihak yang Bersengketa Dalam Hukum
Perkawinan, karena ia memuat tentang prinsif-prinsif penyelesaian perkara
dimuka sidang pengadilan.
B. Implikasi Penelitian
Sebagaimana suatu penelitan yang telah dilakukan dilingkungan
Pengadilan Agama maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi
dalam bidang pendidikan dan juga penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan
dengan hal tersebut maka sebagai berikut:
Hasil penelitian mengenai pegegakan hukum di Pengadilan Agama
mempunyai hubungan dengan penerapan Risalah Al-Qada Umar bin Khattab yang
menunjukkan penerapan yang cukup signipikan, didalam penerapan dalam
menegakkan hukum di Pengadilan Agama Makassar Nomor 130/Pdt.G/PA Mks.
Berdasarkan pada hasil penelitian di atas bahwa Risalah Umar bin Khattab
cukub berarti dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama Makassar,
khususnya di Pengadilan Agama. untuk itu adanya upanya-upanya yang harus
dilakukan oleh para hakim untuk mengatasi problematika hukum supanya dalam
penegakan hukum selanjutnya dapat terlaksana dengan baik sebagai mana yang
terkandung didalam Risalah Umar bin Khattab adalah sebagai berikut:
1. Memahami kasus persoalan, baru memutuskannya.
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2. Samakan pandangan anda kepada kedua belah pihak, dan berlaku
adillah,
3. Kewajiban pembuktian bagi para tergugat dan penggugat
4. Adanya upanya perdamaian bagi kedua belah pihak
5. Penundaan persidangan,
6. Kewajiban bagi hakim untuk berlaku adil,
7. Larangan bersidang ketika dalam keadaan emosional.
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